
BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

0  Menimbang : a .  bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap pekerja
yang di jamin o l e h  Undang-Undang D a s a r  d a l a m  rangka
mewujudkan kesejahteraan sosial;

b. bahwa u n t u k  meningkatkan kepesertaan d a l a m  B a d a n
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta memberikan
manfaat bagi tenaga kerja d i  Kabupaten Tojo U n a -Una dan
memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam
bentuk mengikutsertakan k e  d a l a m  P r o g r a m  B a d a n
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

c. bahwa u n t u k  memberikan kepast ian h o k u m  mengenai
perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja
dalam Program Badan. Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat :  1 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor  2 4  Ta h u n  2 0 1 1  ten tang  B a d a n
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Ta h u n  2013 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administrat i f  kepada Pemberi Ker ja selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja,
Pekerja, d a n  Penerima Bantuan I u r a n  da lam Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara. Republik IndOneSia Ta l iu i i
2013 N o m o r  2 3 8 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k
Indonesia Nomor 5481);

MEMUTUSKAN:

Menetnpkan: P E R AT U R A N  BUPATI  TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN
BADAN PENYELENGGARA J A M I N A N  SOSIAL KESEHATAN
DALAM P E M B E R I A N  P E L AYA N A N  P E R I Z I N A N  O L E H
PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalain Petattitah Butiati iiii, yang diiiiaksud dengan:
1. Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS

Kesehatan adalah Badan Hulcum yang dibentuk u n t u k  menyelenggarakan
program Jaminan Kesehatan.

2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lain.

3. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di daerah, yang
telah membayar iuran.

4. PertiSahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga
kerja dengan tu juan mencari untung atau tidak, ba ik  mi l ik  swasta maupun
Negara.

5. I z i n  adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang
atau perusahaan sesuai peraturan Perundang-undangan dalam rangka untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

6. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan k e b u t u h a n  pelayanan per iz inan  s e s u a i  d e n g a n  pe ra tu ran
perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

7. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur  Penyelengara Pemerintahan

Daerah yang  memimpin pelaksanaan urusan pemeriritahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

9. Bupa t i  adalah Bupati Tcijo Una.Una.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
11. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-

Una yang membidangi urusan Ketenagakerjaan.



BAB II
KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM

PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2
(1) Setiap Pember i  K e r j a  y a n g  melakukan permohonan pengurusan a t a u

perpanjangan izin tertentu kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah wajib
melampirkan salinan rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dar i  pejabat
penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir.

(2) Pengurusan atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh SKPD yaitu:
a. perizinan terkait usaha;
b. iz in yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c. i z in  mempekeijakan tehag'a kerja a§ing; dan
d. iz in perusahaan penyeclia jasa pekerja/buruh.

(3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. kepesertaan Program BPJS Kesehatan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan

oleh setiap orang atau perusahaan; dan
b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS

Kesehatan.

Pasal 3
Setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa- konstruksi
yang melakukan pengurusan Surat  Perintah Pembayaran dengan menggunakan
belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah
wajib melampirkan salinan rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan pejabat
penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4
C ( 1 )  Bupati me la lu i  D i n a s  melakukan pembinaan d a n  pengawasan terhadap

kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan yang dilakukan secara periodik
setiap tahun.

(2) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
ayat (1 )  d a p a t  membentuk T i m  koordinasi pelaksanaan program BPJS
Kesehatan.

(3) Tim  Koordinasi sebagaimana dimaksud pada  aya t  (2)  di tetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5
Ketentuan lebib lanjut mengenai pelaksanaan pemberian rekomendasi kepesertaan
BPJS Kesehatan sebagai penerbitan iz in tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2  a y a t  (1)  d a n  pengurusan Su ra t  Perintah Pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ,  ditettipkari dengan Keputusan Beitarna Kepala SKPD
yang membidangi pelayanan perizinan a t a u  Kepala SKPD yang  membidangi
pengelolaan keuangan daerah dan Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Daerah. ( r , , ,



BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2)
dan Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya izin.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati  in i  mulai  berlaku, semua permohonan izin tertentu
yang ba re  a tau  perpanjangan i z i n  tertentu a tau  pengurusan Su ra t  Perintah
Pembayaran pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang t idak sesuai dengan Peraturan Bupat i  i n i  di lakukan
penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1  Jur i i  2 0 1 6
BUPATI TOJO UNA-UNA,

'IV-MOHAMMAD LAHAY

PARAF I,<CIORDINASI
C't=jA2AT


